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Pengantar

Pertanyaan refleksi untuk mengawali bagian ini adalah, apakah pernah terjadi suatu masa 
di mana kendali penuh oleh negara akan menghasilkan kondisi yang lebih baik daripada 
pengendalian diri yang dilakukan oleh individu? 

Pada tipe konsumen yang rasional (rational consumer), jawaban atas pertanyaan tersebut 
adalah tidak pernah. Tipe ini mengasumsikan bahwa konsumen akan selalu mengetahui 
beragam pilihan bagi diri mereka sendiri, mempunyai semua informasi yang relevan tentang 
pilihan tersebut untuk kemudian dapat mengolah informasi tersebut secara tepat, dan pada 
akhirnya dapat membuat keputusan yang konsisten dari waktu ke waktu. Campur tangan 
pemerintah atas pilihan-pilihan individu – yang dinilai sebagai bentuk perubahan dari kontrol 
pribadi menjadi kontrol negara, hanya akan merugikan masyarakat, yang seharusnya bisa 
membuat keputusan terbaik bagi dirinya.

Paradigma konsumen yang rasional memiliki sejarah yang panjang. Banyak ahli ekonomi masih 
memandang bahwa paradigma tersebut sangat berguna sebagai salah satu pendekatan yang 
menjelaskan kondisi positif dan normatif. Namun sebagian ahli ekonomi dan non-ekonomi 
yang lain mempercayai bahwa konsumen tidak sepenuhnya rasional. Penilaian ini dibangun 
berdasarkan observasi langsung pada perilaku individu dan penelitian eksperimental 
khususnya dalam bidang psikologi dan ekonomi yang dilakukan untuk mematahkan teori 
konsumen rasional.1

Apabila konsumen tidak sepenuhnya rasional, diskusi tentang kontrol oleh individu dan 
kontrol oleh negara mungkin akan tampak tidak menarik. Intervensi pemerintah tidak 
secara otomatis akan mempengaruhi keputusan konsumen irasional, karena konsumen 
irasional mungkin membuat keputusan yang tidak tepat atas kemauan mereka sendiri. Akan 
tetapi, saya berpendapat bahwa irasionalitas konsumen justru akan memperkuat argumen 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 
“Perang terhadap Narkoba” pada akhirnya 

masih tergolong kebijakan yang keliru—dan 
hal tersebut akan menjadi semakin buruk 

jika ada konsumen yang irasional. Kebijakan 
tersebut mungkin dapat mencegah beberapa 
penyalahgunaan narkoba, tapi dampak lebih 

luasnya akan merugikan konsumen tipe irasional 
dibandingkan dengan konsumen rasional. 



5

pengendalian diri oleh individu (self-control), bukan sebaliknya. Dalam hal ini argumen yang 
saya berikan adalah dalam konteks “Perang terhadap Narkoba”— upaya jangka panjang 
pemerintah Amerika Serikat (US) untuk melarang ganja, kokain, heroin dan zat memabukkan 
lainnya. Jika konsumen berperilaku rasional dalam penggunaan obat-obatan terlarang, maka 
pelarangan terhadap narkoba akan memperburuk konsumsi pengguna narkoba. Tetapi jika 
benar konsumen tidak selalu rasional, larangan terhadap narkoba mungkin dapat mencegah 
beberapa keputusan yang salah dalam penggunaan obat-obatan yang tidak aman, sehingga 
larangan terhadap narkoba dapat dipertimbangan sebagai langkah kebijakan yang tepat.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, “Perang terhadap Narkoba” pada akhirnya 
masih tergolong kebijakan yang keliru—dan hal tersebut akan menjadi semakin buruk jika 
ada konsumen yang irasional. Kebijakan tersebut mungkin dapat mencegah beberapa 
penyalahgunaan narkoba, tapi dampak lebih luasnya akan merugikan konsumen tipe irasional 
dibandingkan dengan konsumen rasional. Pengendalian diri individu sebagai pendekatan 
terhadap masalah narkoba mungkin tidaklah sempurna, namun pengendalian oleh negara 
akan jauh lebih buruk.

Kerangka Perdebatan “Perang terhadap Narkoba”

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pengaruh rasionalitas konsumen terhadap 
kebijakan pelarangan maupun kebijakan legalisasi, saya akan menjelaskan apa yang disebut 
oleh ahli ekonomi sebagai analisis “positif” dari pelarangan, yaitu yang menggambarkan 
dampak dari pelarangan tanpa terlebih dahulu membahas apakah pelarangan tersebut betul-
betul diperlukan.

Pelarangan peredaran narkoba tidak menghilangkan pasar untuk konsumsi obat-obatan 
terlarang. Sejumlah fakta dari kajian yang telah dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan 
narkoba, alkohol, perjudian, prostitusi dan jasa-komoditas lainnya menunjukkan bahwa 
pasar bagi narkoba akan tetap bertahan, meskipun berada di bawah pelarangan yang tengah 
diupayakan. Bukannya menghilangkan pasar narkoba, pelarangan malah mendorong adanya 
pasar gelap obat-obatan (underground).2

Pelarangan dapat saja mengurangi penggunaan narkoba dibandingkan kebijakan legalisasi. 
Dari sisi permintaan, pelarangan akan menegaskan hukuman bagi kepemilikan barang 
terlarang. Akibatnya, beberapa konsumen akan menjauhkan diri dari narkoba demi 
“menghormati hukum” dan sebagian konsumen yang lain mungkin menjauhkan diri karena 
takut tertangkap dan dikenai hukuman. 

Dari sisi penawaran, pelarangan akan meningkatkan biaya produksi dan distribusi karena 
pemasok harus mengeluarkan sumber daya lebih banyak untuk menghindari deteksi penegak 
hukum; hal ini mengakibatkan kenaikan harga dan juga berkurangnya konsumsi narkoba.3 
Dampak langsung dari sisi permintaan-penawaran tersebut tidaklah besar. 
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Pelarangan bisa mendorong naiknya permintaan karena terdapat reputasi “buah terlarang”; 
sebagian orang berpendapat, jika narkoba dilarang, maka kualitasnya haruslah sangat baik. 
Oleh karena produksi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, produsen dan distributor di pasar 
gelap mendapatkan ongkos yang lebih rendah dan tanpa dibebani pajak dan peraturan—
ongkos akan dialihkan pada biaya akan kerahasiaan yang harus dijamin. Selain itu, perbedaan 
situasi pada kemampuan penjual narkoba untuk mengiklankan produknya, pembiayaan iklan, 
dan jangkauan pasar di dalam kondisi pelarangan, dibandingkan legalisasi, mungkin juga 
membatasi dampak terhadap penggunaan narkoba.4

Bukti yang ada menyatakan dampak pelarangan terhadap penggunaan narkoba adalah kategori 
sedang.5 Ini termasuk menjangkau jenis narkoba dan alkohol yang berbeda di lintas negara 
dan dalam beberapa periode waktu. Bukti atas pertanyaan ini tidaklah utuh, karena walaupun 
sebagian masyarakat telah beralih dari pelarangan terhadap narkoba menjadi legalisasi 
penuh, tetapi banyak orang mengurangi pelarangannya secara substansif. “Penurunan 
pelarangan” ini dikaitkan dengan peningkatan penggunaan narkoba secara kecil atau hampir 
tidak terdeteksi. Terlepas dari dampak atas penggunaan narkoba, lebih dari itu, pelarangan 
juga memiliki banyak efek yang tidak diinginkan.

Pelarangan meningkatkan kriminalitas dan kekerasan. Hal ini karena pasar legal akan 
menyelesaikan sengketa menggunakan pengadilan dan mekanisme anti-kekerasan. Sebaliknya, 
pelaku pasar gelap akan menggunakan kekerasan dan tidak mungkin mengadukan atau 
melaporkan ke pihak berwenang karena kegiatan pasar gelap akan mengungkapkan identitas 
dan kegiatan mereka, dan pengadilan tidak akan menyelesaikan kasus kontrak dagang yang 
melibatkan barang ilegal. Oleh karena itu, meskipun penjual resmi saling bersaing merebut 

konsumen melalui promosi iklan, penjual di pasar gelap 
akan tetap mengandalkan pertarungan dan kekerasan.

Bukti penting juga menegaskan bahwa pelarangan telah 
menimbulkan kekerasan.6 Penggunaan kekerasan dalam 
penyelesaian konflik merupakan hal umum yang terjadi di 
pasar gelap narkoba dan prostitusi, seperti yang pernah 
terjadi di dunia perjudian sebelum munculnya lotere yang 
dikelola negara dan perluasan judi legal selama beberapa 
dekade terakhir. Selama seabad yang lalu, kekerasan telah 
meningkat dan menurun mengikuti penegakan hukum atas 
pelarangan narkoba dan alkohol, seperti yang dijelaskan 
pada grafik 1.7 Di berbagai negara, kekerasan meningkat 
terutama di negara yang memproduksi dan mengekspor 
obat terlarang, seperti kokain dan heroin.8

Pelarangan juga mendorong aktivitas kriminal penghasil 
uang seperti pencurian dan prostitusi, yang disebabkan 
oleh peningkatan harga narkoba sehingga konsumen 
harus mendapatkan penghasilan tambahan untuk 
membelinya.9 Pelarangan juga mengalihkan sumber daya 
sistem penegakan hukum dari pencegahan atas semua 
jenis kejahatan.10

Bukti penting juga 
menegaskan bahwa 

pelarangan telah 
menimbulkan kekerasan.

Penggunaan kekerasan 
dalam penyelesaian konflik 

merupakan hal umum 
yang terjadi di pasar gelap 

narkoba dan prostitusi, 
seperti yang pernah 

terjadi di dunia perjudian 
sebelum munculnya lotere 

yang dikelola negara dan 
perluasan judi legal selama 

beberapa dekade 
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Gambar 1. Pengeluaran untuk larangan-larangan per kapita dan tindakan pembunuhan
per 100.000: tahun 1900 hingga 2006

Sumber: Tingkat pembunuhan dari FBI UCR (di tahun yang berbeda-beda). Proyeksi pengeluaran untuk penegakan larangan 
berdasarkan Miron (1999) dan data dari Budget of the United States Government (di tahun yang berbeda-beda).

Kesimpulan yang menyatakan bahwa pelarangan menyebabkan kriminalitas bertentangan 
dengan klaim yang dikemukakan oleh pendukung argumen pelarangan ini, bahwa penggunaan 
narkoba menyebabkan kejahatan. Hanya sedikit bukti yang dapat menegaskan klaim bahwa 
penggunaan narkoba akan mendorong tingkat kekerasan atau tindak kejahatan lainnya.11

Pelarangan juga menurunkan kualitas dan ketahanan suatu produk. Di pasar resmi, ketika 
konsumen mendapati barang yang dibeli ternyata sudah rusak maka konsumen  dapat 
“menghukum” penjual melalui tuntutan berbentuk klaim, mempublikasikan keburukan penjual, 
tidak membeli lagi barang yang sama terhadap penjual yang sama atau  mengadukannya 
kepada kelompok pengawas usaha maupun pemerintah. Di pasar gelap, mekanisme tersebut 
tidak tersedia atau tidak efektif, sehingga pelarangan justru menyebabkan masalah kesehatan 
berupa overdosis dan keracunan.12 Pelarangan alkohol di AS memberikan contoh klasik, ketika 
kematian akibat alkohol palsu melonjak; lihat gambar 2.13 Demikian pula, kasus pengguna 
ganja yang jatuh sakit pada tahun 1970-an setelah pemerintah AS menyemprotkan herbisida 
paraquat pada ladang ganja di Meksiko. Meskipun demikian, ganja-ganja tersebut masih 
dipanen dan didistribusikan kepada konsumen di AS.14

Pelarangan juga menimbulkan korupsi. Di pasar resmi, pelaku pasar memiliki insentif dalam 
jumlah yang terbatas untuk menyuap aparat penegak hukum karena memiliki mekanisme 
legal seperti lobi atau kontribusi kampanye untuk ikut mempengaruhi politisi. Di pasar gelap, 
para pelaku harus memilih antara menghindari penegak hukum atau membayar penegak 
hukum agar mereka tidak tertangkap. Selain itu, teknik lobi juga jauh lebih sulit dilakukan di 
pasar gelap.15
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Gambar 2. Estimasi Jumlah Galon Alkohol Murni yang Dikonsumsi per Kapita

Grafik ini menunjukkan data perhitungan konsumsi alkohol per kapita di tahun-tahun yang tidak 
terdapat pelarangan dan data estimasi konsumsi alkohol per kapita di semua tahun. Estimasi 
tersebut berasal dari regresi setiap seri proxy (misalnya, tingkat kematian sirosis) pada sebuah 
konstanta, tren linear, dan konsumsi aktual alkohol per kapita. Data yang digambarkan dalam 
grafik tersebut kemudian menyiratkan estimasi konsumsi alkohol per kapita di semua tahun 
dengan membalikkan estimasi regresi untuk mengestimasi konsumsi alkohol di tahun-tahun 
Pelarangan dengan berdasarkan pada proxy dan estimasi hubungan antara proxy dengan 
konsumsi alkohol. Estimasi dan prosedur pembalikan (inversi) mengubah unit-unit dari setiap 
proxy menjadi unit dalam jumlah galon dari konsumsi alkohol per kapita.

Pelarangan memperkaya orang-orang yang paling sering melanggar hukum di masyarakat. 
Dalam mekanisme pasar resmi, pendapatan dari produksi dan penjualan narkoba akan 
dikenakan pajak; dan pemasukan tersebut akan memengaruhi setiap orang melalui pajak 
lainnya yang lebih rendah atau belanja pemerintah yang lebih tinggi. Di pasar gelap, penjual 
menjadikan pendapatan tersebut sebagai keuntungan. Diperkirakan selama ini uang yang dapat 
dikumpulkan pemerintah federal, negara bagian, dan pemerintah lokal sekitar US$50 miliar per 
tahun apabila narkoba dilegalkan.16

Pelarangan memiliki konsekuensi tambahan yang merugikan. Karena kejahatan narkoba 
melibatkan pertukaran yang saling menguntungkan, para pelaku tidak akan melaporkan 
kejahatannya ke polisi; dimana pihak kepolisian akan menggunakan beberapa strategi 
penyamaran seperti; sebagai pembeli, penyitaan aset, penyergapan tanpa surat perintah, 
penggeledahan, dan investigasi rasial, yang semuanya sulit diterima oleh prinsip-prinsip 
kebebasan sipil.17 Lebih luas lagi, perang terhadap narkoba telah memicu berbagai taktik 
penegakan hukum yang menyerang ruang privat, seperti penyadapan kehidupan pribadi18 (lihat 
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Gambar 3). Karena pelarangan, banyak pemerintah negara bagian tidak memperbolehkan 
penjualan jarum suntik bersih lintas negara, di mana hal tersebut akan meningkatkan 
pemakaian kembali jarum suntik bekas dan tindakan berbagi jarum suntik antar pengguna 
narkoba; di mana hal tersebut mendorong penyebaran virus HIV dan penyakit lain melalui 
darah .19 Selain itu, karena pelarangan, penggunaan ganja dikontrol secara lebih ketat daripada 
morfin atau kokain, sehingga tidak dapat digunakan untuk kepentingan medis.20 Demikian 
pula, dokter akan kehilangan lisensi medisnya atau bahkan mendapatkan hukuman penjara 
atas resep “berlebihan” yang menimbulkan candu; hal tersebut akan mendorong banyaknya 
perawatan atas sakit kronis.

Dampak pelarangan artinya juga berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri dan negosiasi 
perdagangan bebas khususnya terkait dengan keputusan tentang kebijakan obat-obatan.22 
Meluasnya ketidakpatuhan terhadap pelarangan meskipun dengan penegakan hukum yang 
tegas, memberikan sinyal kepada pengguna maupun non-pengguna bahwa hukum ditujukan 
untuk orang yang mudah diperdaya, sehingga pada akhirnya merusak semangat kesadaran 
masyarakat akan kepatuhan yang sangat penting bagi terwujudnya masyarakat yang merdeka. 
Ditambah lagi, pengeluaran negara untuk kepolisian, hakim, jaksa maupun penjara di semua 
tingkatan pemerintahan dari pusat hingga daerah dalam menegakkan kebijakan larangan 
narkoba setidaknya dapat menghabiskan US$ 50 miliar per tahunnya di Amerika Serikat saja.23

Ringkasnya, jika dibandingkan dengan kebijakan legalisasi, pelarangan mungkin relatif dapat 
mengurangi penggunaan narkoba. Akan tetapi sekalipun pengurangan tersebut berjumlah besar 
ataupun kecil, pelarangan lebih berdampak buruk pada peningkatan kejahatan, pengurangan 
tingkat kesehatan, korupsi yang lebih besar, ancaman terhadap kebebasan sipil, menghilangkan 
penerimaan pajak, dan biaya pengeluaran yang cukup besar.

Gambar 3. Kasus-kasus Pelanggaran Berat yang Diberikan Wewenang oleh Pengadilan untuk 
Melakukan Penangkapan (Penyadapan), 2014

Sumber: uscourts.gov
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Apakah Kebijakan Pelarangan Diinginkan?

Dengan analisis positif sebagai latar belakang, saya juga ingin mempertanyakan apakah 
pelarangan merupakan kebijakan yang baik. Ini yang disebut ahli ekonomi sebagai analisis 
normatif: salah satunya menanyakan apakah pelarangan lebih baik dibandingkan kebijakan 
legalisasi, yang kemudian mengambil analisis positif tertentu dari perbedaan antara dua 
kebijakan (pelarangan atau legalisasi).

Analisis positif telah menunjukkan bahwa sebagian besar dampak dari pelarangan adalah 
dampak yang tidak diinginkan. Pengecualian dampak buruk yang mungkin diambil dari 
pelarangan adalah mengurangi penggunaan narkoba. Maka, analisis perbandingan antara 
pelarangan dan legalisasi mungkin akan muncul untuk membuat kebijakan yang seharusnya 
mendorong penurunan konsumen narkoba, serta mendorong konsumen membuat keputusan 
yang rasional dalam mengonsumsi narkoba. Faktanya, kesimpulan normatif yang tepat adalah 
kesimpulan yang tidak bersandar pada rasionalitas konsumen.

Jika semua konsumen diasumsikan sepenuhnya rasional, analisis normatif atas pelarangan 
narkoba adalah hal yang sederhana.24 Dalam hal ini, semua efek pelarangan seperti yang dijelaskan 
sebelumnya adalah tak diinginkan; karena setiap dampak pengurangan penggunaan narkoba akan 
menjadi biaya, bukan keuntungan. Secara khusus, dalam rasionalitas yang utuh, tidak lagi peduli 
apakah orang-orang yang mengonsumsi narkoba adalah untuk tujuan psikofarmasologi, untuk 
tujuan pengobatan, atau hanya untuk terlihat keren; yang paling penting adalah konsumen secara 
sukarela memilih untuk menggunakan narkoba. Dengan pemikiran yang sama, maka tidaklah peduli 
apakah obat tersebut adiktif atau bila dikonsumsi akan berdampak negatif terhadap kesehatan 
dan produktivitas; jika konsumen rasional memilih untuk menerima risiko tersebut, maka mereka 
pasti sudah berpikir bahwa manfaatnya akan melebihi risiko yang diterima.

Tipe konsumsi yang rasional sejak lama diyakini tidak konsisten dengan beberapa perilaku 
penggunaan obat-obatan terlarang, seperti kecanduan, menyendiri, ketagihan (mengonsumsi 
kembali) dan sebagainya. Hasil karya teoritis dari Gary Becker dan Kevin Murphy menunjukkan 
bahwa tipe konsumsi yang rasional berpotensi konsisten dengan fenomena-fenomena tersebut 
dan secara empiris telah memiliki beberapa keberhasilan dalam kesesuaian data.25 Hasil tersebut 
sebenarnya tidak membuktikan bahwa tipe rasional menjelaskan semua hal terkait konsumsi 
narkoba, tetapi lebih kepada mendorong anggapan bahwa penggunaan narkoba adalah tidak 
rasional.  Dengan kata lain, sulit untuk menyangkal bahwa setidaknya beberapa penggunaan narkoba 
sesuai dengan tipe rasional. Banyak orang mengaku menikmati kesenangan ketika mengonsumsi 
ganja, yang lain menikmati hilangnya rasa nyeri atau ketenangan pikiran yang dihasilkan oleh opium; 
sebagaimana banyak orang lain menikmati stimulasi dari zat kafein. Dengan demikian, setidaknya 
beberapa pemakaian narkoba adalah suatu hal yang masuk akal dan rasional, menyiratkan bahwa 
pengurangan akibat pelarangan adalah efek samping dari pelarangan itu sendiri.

Jika sebagian konsumen membuat keputusan irasional terkait penggunaan narkoba, pelarangan 
mungkin memiliki satu manfaat: mencegah konsumen tersebut dari pemakaian narkoba. Selain 
kerugian yang diderita konsumen narkoba seringkali dibesar-besarkan, beberapa keputusan 
untuk menggunakan narkoba mungkin memang keliru.26 Pemakaian narkoba mungkin bertujuan 
untuk sesuatu yang baik, namun risiko yang diterima mungkin lebih besar terutama pada mereka 
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Bukti-bukti yang kuat 
menunjukkan bahwa 
pelarangan memiliki 
efek samping yang 
merugikan seperti 
meningkatnya 
kejahatan dan 
korupsi, infeksi HIV 
yang lebih besar, 
berkurangnya 
kebebasan sipil, 
penerimaan pajak 
yang berkurang dan 
biaya implementasi 
yang mahal bagi 
polisi, hakim, jaksa 
dan institusi penjara.

yang berpotensi kecanduan dengan kondisi kesehatan yang kompleks. Misalnya, konsumen yang 
kurang peduli barangkali akan mengabaikan adanya kemungkinan kecanduan dan meremehkan 
adanya risiko kesehatan yang terkait dengan narkoba. Sebuah kebijakan yang mampu mencegah 
konsumen irasional tersebut mencoba narkoba, pada prinsipnya, adalah kebijakan yang mampu 
membuat mereka menjadi lebih baik.27

Argumen pendukung pelarangan ini mungkin tampak masuk akal, tetapi penjelasan lebih lanjut 
memaparkan kelemahan yang terdapat di dalamnya. Bahkan sekalipun konsumsi irasional 
merajalela dan kebijakan dapat mencegah perilaku ini, pertanyaan untuk setiap kebijakan tidak 
saja pada apakah itu menghasilkan sebuah manfaat, tetapi juga apabila diterapkan maka biaya 
yang dikeluarkan akan jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang didapat. Jadi, manfaat 
dari kebijakan atas pengurangan penggunaan narkoba yang irasional harus dipertimbangkan 
kembali dengan membandingkan pada biaya kebijakan yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan 
pengurangan tersebut. Salah satu biaya yang mungkin besar adalah upaya untuk mengurangi 
penggunaan narkoba secara rasional, walaupun sebab-sebab lain juga tentunya.  

Bukti-bukti yang kuat menunjukkan bahwa pelarangan memiliki efek samping yang merugikan 
seperti meningkatnya kejahatan dan korupsi, infeksi HIV yang lebih besar, berkurangnya 
kebebasan sipil, penerimaan pajak yang berkurang dan biaya implementasi yang mahal bagi 
polisi, hakim, jaksa dan institusi penjara. Selain itu, pelarangan tidak memiliki dampak yang 
cukup signifikan dalam mengurangi penggunaan narkoba. 
Sementara data pasti terkait hal ini tidak tersedia, adalah hal 
yang masuk akal bahwa konsumen rasional adalah orang-
orang yang paling mungkin terusik oleh kebijakan pelarangan. 
Sementara di sisi lain, konsumen irasional akan mengabaikan 
pelarangan tersebut. Sehingga hampir tidak terbayangkan 
bahwa salah satu dampak dari kebijakan pelarangan adalah 
kelebihan biaya. Bahkan sekalipun konsumen irasional 
membenarkan kebijakan untuk mengurangi penggunaan 
narkotika, pelarangan tetap menjadi pilihan terburuk di antara 
kebijakan tersebut.

Selain masalah di atas, bahaya dari penggunaan narkoba tidak 
selalu seperti yang dibesar-besarkan. Bahaya narkoba tidak 
berbeda jauh dengan barang legal lainnya seperti alkohol, 
tembakau, lemak jenuh dan masih banyak lagi. Bagaimanapun, 
zat-zat yang legal ini memiliki efek samping jangka panjang 
yang berdampak pada penyakit serius hingga kematian 
(seperti sirosis, kanker paru-paru, emfisema, dan penyakit 
jantung). Namun, pelarangan atas ganja, heroin, kokain, dan 
obat-obatan terlarang lainnya menunjukkan bahwa barang-
barang tersebut tidak dapat diterima karena dinilai “buruk”, 
sementara barang-barang legal lainnya seperti alkohol dan 
tembakau setidaknya dapat “ditoleransi”. Lebih jauh lagi, 
kebijakan pengurangan terhadap konsumsi narkoba mungkin 
akan menyebabkan substitusi/ pengganti atas barang legal 
yang memiliki efek yang sama atau bahkan lebih berbahaya.
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Argumen yang paling penting adalah, pelarangan hampir pasti lebih merugikan pengguna 
tipe irasional daripada pengguna rasional, mengingat banyak pengguna irasional merupakan 
konsumen seperti yang lainnya. Pelarangan artinya pengguna harus membeli dari kelompok 
kriminal yang kemungkinan besar memperdayai mereka, dan seringkali dilakukan di lingkungan 
yang berbahaya. Pelarangan juga artinya pengguna tidak hanya harus menghadapi risiko 
kesehatan, namun juga risiko penangkapan, kehilangan izin profesi, kelayakan mendapatkan 
pinjaman pendidikan, dan masih banyak risiko yang lain. 

Tidak hanya itu, pelarangan juga berarti menghadapkan pengguna dalam kesulitan yang 
kompleks untuk menilai kualitas obat yang mereka beli di pasar gelap, karena konsumen 
tidak dapat menuntut penjual-produsen atas barang yang rusak, melaporkan kepada lembaga 
pengawas pemerintah, secara berkelanjutan berlangganan kepada penjual dengan reputasi 
kualitas produk mereka, atau dapat memberikan testimoni yang negatif kepada penjual produk 
yang berkualitas buruk. Dengan demikian, secara tidak langsung pelarangan telah menghasilkan 
peningkatan overdosis dan keracunan. Pelarangan meningkatkan produksi dan biaya penjualan, 
serta harga obat sebagai akibatnya,28 sehingga pengguna harus mengeluarkan biaya yang lebih 
tinggi untuk mengonsumsi melalui metode konsumsi yang tidak aman, seperti jarum suntik yang 
dipakai berulang kali (saling berbagi, tidak steril), dan karenanya menghadapi resiko yang lebih 
besar atas penularan HIV dan Hepatitis. 

Semua dampak negatif yang disebutkan di atas tentu saja mencederai hak konsumen, baik yang 
rasional maupun irasional, namun pengguna rasional lebih memungkinkan untuk mengenali 
risiko dan menyesuaikan perilaku mereka untuk mengurangi dampak yang merugikan. Untuk 
meminimalisasi risiko penangkapan, konsumen yang rasional akan menanam ganjanya sendiri 
atau membeli obat lain dari pemasok ulang yang diketahuinya. Untuk menghindari risiko tidak 
steril, konsumen rasional akan membeli dari pemasok yang terpercaya atau mencoba dosis yang 
kecil pada awalnya, atau menghindari obat-obatan ilegal dan mengganti obat-obatan legal yang 
tersedia, lalu menggantinya dengan alkohol yang lebih terpercaya. Konsumen rasional akan 
menghindari penggunaan jarum suntik bekas, baik dengan cara mengganti metode ataupun 
menggantinya dengan obat lain. Selain itu mereka akan lebih berhasil dalam memperoleh jarum 
suntik steril dan bersih, baik dari koneksi legal maupun ilegal.

Pelarangan pun dapat merugikan konsumen irasional dengan cara memanipulasi penggunaan 
narkoba pada kelompok usia yang terlalu muda, naif, ceroboh, atau buta dalam mempertimbangkan 
konsekuensi jangka panjang, di mana di sisi lain konsumen rasional menghapus citra buruk 
tersebut. Dalam kebijakan pelarangan, uang hasil bekerja di bisnis perdagangan narkoba sangat 
tinggi. Namun, hal ini hanyalah sebagai bentuk kompensasi dari meningkatnya risiko cedera, 
kematian, dan penjara. Konsumen rasional memahami hal tersebut dan lebih siap menerima 
risiko tersebut apabila total kompensasinya sama dengan apa yang tersedia di sektor lain. 
Sebagai contoh remaja tanggung, di sisi lain, hanya berfokus pada uang yang didapatkan secara 
langsung dan menerima tanpa berhati-hati atas risiko kematian maupun penjara. Pelarangan 
memberikan kesan kepada orang tua yang kurang rasional bahwa kebijakan pelarangan dapat 
sepenuhnya mencegah penggunaan narkoba pada pemuda. Sebaliknya, orang tua yang rasional 
menyadari bahwa pelarangan memiliki dampak kecil dalam menghilangkan peredaran narkoba, 
sehingga mereka harus tetap melakukan intervensi perlindungan pada anak-anak mereka dari 
pilihan yang ceroboh dan berbahaya.
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Dengan demikian, walaupun pelarangan bisa mencegah konsumsi obat-obatan terlarang, 
kebijakan pelarangan juga mengakibatkan penggunaan yang lebih berbahaya dan lebih mahal 
bagi mereka yang terbiasa mengonsumsinya. Dampak negatif pelarangan jauh lebih buruk bagi 
konsumen irasional. Dan karena keseluruhan dampak dari pelarangan terhadap penggunaannya 
tampak biasa, maka tidak mungkin manfaat umum dari mengurangi konsumen irasional (dengan 
pelarangan) dapat lebih besar dari meningkatnya dampak negatif bagi yang tetap menggunakan 
narkoba walaupun ada pelarangan. 

Kesimpulan

Kesimpulan dalam membandingkan pengendalian diri oleh individu atau oleh negara dapat 
berlaku secara luas. Dalam banyak konteks, ketika konsumen membuat keputusan yang keliru, 
pengendalian oleh negara adalah instrumen yang tumpul untuk memperbaiki keputusan tersebut. 
Konsumen rasional memahami dampak dari kebijakan pemerintah dan oleh karenanya mampu 
menyesuaikan perilaku mereka sehingga menekan dampak yang ditimbulkannya. Konsumen 
irasional, di sisi lain, akan merespon dengan cara-cara yang lebih mahal. Ketika individu diberikan 
wewenang untuk mengendalikan dan membuat pilihan-pilihan, hal tersebut memang tidak selalu 
sempurna; karena tidak ada jaminan bahwa semua orang akan selalu membuat keputusan yang 
baik untuk diri mereka. Namun menggantikan kebebasan individu dengan pengendalian oleh negara 
umumnya menghasilkan hasil akhir yang jauh lebih buruk; sebuah pendekatan yang memaksakan 
pilihan tidak optimal pada individu yang rasional dan menciptakan insentif merugikan bagi individu 
irasional – kebijakan yang salah walaupun awalnya bertujuan untuk melindungi. 
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